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Penelitian ini dilatar belakangi partisipasi masyarakat terhadap
pembentukan peraturan daerah hanya masyarakat tertentu saja. Akan tetapi
seharusnya masyarakat umum juga dapat ikut serta terlibat dalam penyampaian
pendapat dan aspirasinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah: 1.) Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Proses
Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Tulungagung 2.) Bagaimana
Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di
Kabupaten Tulungagung Perspektif Hukum Positif? 3.) Bagaimana Partisipasi
Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten
Tulungagung Perspektif Figh Siyasah?. Adapun yang menjadi tujuan dari
penelitian ini adalah: 1.) Untuk Menganalisis Tingkat Partisipasi Masyarakat
Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Tulungagung 2.)
Untuk Menganalisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan
Peraturan Daerah Di Kabupaten Tulungagung Dalam Pasal 96 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022. 3.) Untuk Mengkaji Pandangan Siyasah Mengenai
Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di
Kabupaten Tulungagung.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan
jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini berupa observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan penarikan
kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini adalah 1.) partisipasi masyarakat terhadap
pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Tulungagung sudah menunjukkan
tingkat keterlibatan yang transparan dan terstruktur, meskipun masih memiliki
keterbatasan. Proses pembentukan peraturan daerah telah mengakomodasi
kelompok-kelompok strategis yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat
luas. Masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat atau saran
melalui mekanisme diskusi atau musyawarah bersama DPRD. 2.) partisipasi
masyarakat terhadap pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Tulungagung
perspektif Hukum Positif sudah sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang
menjelaskan bahwa “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan
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dan/atau tertulis dalam pembentukan perundang-undangan”. Masyarakat diberikan
kesempatan untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan
terkait Peraturan Daerah. Upaya pemerintah yaitu dengan mengundang masyarakat
dan kelompok terkait yang ikut terlibat dalam Peraturan tersebut. Masyarakat
berhak mengeluarkan pendapat atau aspirasinya secara lisan (luring) melalui rapat
dengar pendapat, forum gelar diskusi. Sedangkan tertulis (daring) melalui surat,
email, whatsapp, dan website. 3.) Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan
keputusan merupakan kewajiban yang harus dilakukan agar pengambilan suatu
kebijakan dapat terselesaikan dengan baik agar sesuai kebutuhan masyarakat. Serta
dalam figh siyasah menyampaikan bahwa pentingnya melakukan musyawarah
dalam pengambilan kebijakan. Musyawarah dilakukan sebagai bentuk untuk
mencapai kemaslahatan bersama.
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This research is based on community participation in the formation of
regional regulations only for certain communities. However, the general public
should also be able to participate in conveying their opinions and aspirations
according to the needs of the community. The formulation of the problem in this
study is: 1.) How is Community Participation in the Process of Forming Regional
Regulations in Tulungagung Regency? 2.) How is Community Participation in the
Process of Forming Regional Regulations in Tulungagung Regency from a Positive
Legal Perspective? 3.) How is Community Participation in the Process of Forming
Regional Regulations in Tulungagung Regency from a Figh Siyasah Perspective?
The objectives of this study are: 1.) To Analyze the Level of Community
Participation in the Process of Forming Regional Regulations in Tulungagung
Regency 2.) To Analyze the Level of Community Participation in the Process of
Forming Regional Regulations in Tulungagung Regency in Article 96 of Law
Number 13 of 2022. 3.) To Study the Siyasah Viewpoint Regarding the Importance
of Community Participation in the Formation of Regional Regulations in
Tulungagung Regency.

The research method used by the researcher is a qualitative method and
descriptive research type. Data collection techniques used in this study are
observation, interviews, documentation studies, and drawing conclusions.

The results of this study are 1.) community participation in the formation of
regional regulations in Tulungagung Regency has shown a transparent and
structured level of involvement, although it still has limitations. The process of
forming regional regulations has accommodated strategic groups that are
considered to represent the interests of the wider community. The community has
the opportunity to provide opinions or suggestions through a discussion mechanism
or deliberation with the DPRD. 2.) community participation in the formation of
regional regulations in Tulungagung Regency from a Positive Law perspective is
in accordance with Article 96 of Law Number 13 of 2022 concerning the Formation
of Legislation, which explains that "The community has the right to provide input
verbally and/or in writing in the formation of legislation™. The community is given
the opportunity to actively participate in decision-making related to Regional
Regulations. The government's efforts are by inviting the community and related
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groups involved in the Regulation. The community has the right to express their
opinions or aspirations verbally (offline) through hearings, discussion forums.
While in writing (online) via letters, emails, WhatsApp, and websites. 3.)
Community involvement in decision-making is an obligation that must be carried
out so that policy-making can be completed properly to suit the needs of the
community. And in figh siyasah it is stated that it is important to hold deliberations
in policy-making. Deliberations are carried out as a form of achieving common
good.
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